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VISI MISI  

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA  

 

Visi 

Menjadi program studi unggulan dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada Tahun 

2034 yang peka dan antisipasif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi 

sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila. 

 

Misi 

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipasif terhadap perubahan dan 

masalah masalah sosial dan hukum dalam masyarakat. 

2. Mengembangkan dan Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas 

dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan 

transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan 

masyarakat khususnya di Asia Tenggara. 

3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving 

dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk 

dapat mencarikan dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik. 

4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran 

hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan Kualitas 

hidup dan kesejahteraan masyarakat. 
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ilegal di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas 
beredarnya produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , yang 
dimana konsumen berada pihak yang lemah sehingga sangat perlu dilindungi oleh 
hukum. Mutu dan keamanan Kosmetik ilegal tentunya tidak bisa  dijamin, karena 
kosmetik  yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan sangat berbahaya bagi kesehatan konsumen. 
Perlindungan konsumen di Indonesia harus lebih diperhatikan oleh pemerintah, 
karena konsumen dalam hal ini sebagai pihak yang lemah. Perlindungan Konsumen 
tidak saja terhadap  produk-produk berkuliatas rendah , akan tetapi paling utama 
terhadap produk-produk ilegal. Oleh karena itu , penulis akan mengkaji lebih lanjut 
mengenai perlindungan bagi konsumen atas beredarnya produk kosmetik ilegal .  
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C. JUDUL SKRIPSI               : Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk 

                                             Kosmetik Ilegal (Studi Kasus Putusan  
                                             Nomor 462/Pid.Sus/2017/PN.Mdn)                            

D. KATA KUNCI                  : Perlindungan Konsumen , Kosmetik  , Ilegal  
E. HALAMAN                      : 138 
F. PROGRAM KHUSUS      : Hukum Ekonomi 
G. DAFTAR ACUAN           : 24 buku , 8 Peraturan Perundang-Undangan , 9 Jurnal, 

                                             Lampiran Putusan Nomor:462/Pid.Sus/2017/PN.Mdn                            
H. RINGKASAN ISI    

 

Bisnis kosmetik sekarang ini menjadi salah satu lahan yang 
menggiurkan bagi banyak orang. Tingginya demand akan kosmetik membuat 
menjamurnya penjaja kosmetik dihampir semua platform e-coomerce. Hal ini 
juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang mengubah pola 
belanja masyarakat dari offline berubah ke online. Belanja online lebih 
gampang dan praktis , hal inilah yang menyebabkan percepatan peredaran 
produk kosmetik ilegal di Indonesia . Banyak orang yang menjual produk 
kosmetik tanpa memperdulikan apakah kosmetik tersebut telah memiliki izin 
edar atau tidak, banyak pelaku usaha tersebut tidak memperdulikan kualitas 
produk apakah sudah sesuai persyaratan keamanan , kualiatas dan mutu , hal 
ini dilakukan demi meraup keuntungan lebih dengan mengesampingkan 
kejujuran dan iktikad baik.  

Penulis akan menjabarkan tentang perlindungan hukum konsumen dan 
membahas tentang pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas beredarnya 
produk kosmetik ilegal. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan penulis dalam 
penelitian ini adalah Pendekatan Kasus dan Pendekatan Perundang-undangan. 
Metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan dan 
putusan hakim.Pada akhirnya perlindungan hukum konsumen dan 
pertanggungjawaban hukum pelaku usaha atas beredarnya produk kosmetik 
ilegal sudah diatur dalam UUPK, namun perlindungan konsumen atas 
beredarnya produk kosmetik ilegal belum efisien dan maksimal sehingga 
dibutuhkan perhatian lebih oleh pemerintah terkait.  
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ABSTRACT 

 
A. Name             : Desy Yohana Turnip  
B. NIM              : 1740050044 
C. Title              :  Consumer Legal Protection against Illegal Cosmetic Products 
D. Keywords     :  Consumer Protection, Cosmetics, Illegal 
E. Page             : 138 
F. Specificity Program : Economic Law 
G. Reference     : 24 Book  , 8 Legislations ,  9 Journals , 1 Attachment 
H. Summary      : 

 
Nowadays , the cosmetics business is one of most lucrative 

fields for many people , the high demand for cosmetics has led to the 
mushrooming of cosmetics vendors on almost all e-commerce platforms. This 
is also influenced by the condition of the COVID-19 pandemic which has 
changed people’s shopping patterns from offline to online. Online shopping is 
easier and more practical, this is what has accelerated the circulation of 
illegal cosmetics products in Indonesia, many people who sell cosmetic 
products regardless of whether the cosmetics have a circulation permit or not, 
many businesses do not care about the quality of the product whether it is in 
accordance with safety requirements and quality, this is done in order to reap 
more profit by putting aside honesty and good faith 

The author will describe the protection of consumer law and 
describe the legal liability of businesses for the circulation of illegal cosmetic 
products. Research methods in this research is a normative juridical research 
method. The approaches used by the authors in this research are Case 
Approaches and Statutory Approaches. The method of data collection used is 
the study of literature and the verdict of judges.In the end, consumer legal 
protection and legal liability of businesses for the circulation of illegal 
cosmetic products have been regulated in the UUPK, but consumer protection 
for the circulation of illegal cosmetic products has not been efficient and 
maximal so that more attention is needed by the related governments. 
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